PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGER] PADANG
NOMOR: 026/UN35/KU/2021

TENTANG

(UKT) BAGI MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA DAN

SARJANA PADA SEMESTER JANUARI - JUNI 2021 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG
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REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya proses perkuliahan semester Ganjil 2020 (Juli-
Desember 2020) maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang tentang

pelaksanaan pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa program Diploma dan Sarjana
di lingkungan Universitas N egeri Padang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tahun 2016 tentang
Statuta Universitas Negeri Padang;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar
Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 335/KMK.05/2015 tentang Penetapan Universitas
Negeri Padang pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi
Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
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KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG PELAKSANAAN

PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA DAN
SARJANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Mahasiswa wajib membayar UKT secara penuh pada setiap semester.

Bagi mahasiswa yang hanya dalam proses penyelesaian skripsi/tugas akhir pada semester
Januari - Juni 2021 untuk program Sarjana (S1) dan program Diploma Empat (D IV) atau sarjana
terapan dan untuk program Diploma Tiga (D III) dibebaskan dari pembayaran UKT

Mahasiswa yang mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) satuan kredit

semester pada:

a. semester 9 (sembilan) ke atas bagi Mahasiswa program Sarjana (S1) dan program Diploma
Empat (D IV) atau sarjana terapan; atau

b. semester 7 (tujuh) ke atas bagi Mahasiswa program Diploma Tiga (D I11),

maka mahasiswa sebagaimana tercantum dalam point a dan b membayar Uang Kuliah Tunggal

50% (lima puluh persen) dari besaran UKT yang telah ditetapkan.

Mahasiswa sedang cuti kuliah atau telah menyelesaikan seluruh pembelajaran namun belum
lulus dibebaskan dari kewajiban membayar UKT khusus untuk semester Januari - Junj 2021,

Bagi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami
penurunan kemampuan ekonomi karena perubahan data, antara lain dikarenakan bencana alam
dan/atau non-alam, meninggalnya orang tua dll, maka mahasiswa dapat mengajukan:
pembebasan sementara UKT;

pengurangan UKT;

perubahan kelompok UKT; atau

pembayaran UKT secara mengangsur.
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Keenam Bagi mahasiswa yang melakukan peninjauan UKT sebagaimana tercantum dalam diktum kelima

termasuk akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 dilakukan melalui URL : ukt.unp.ac.id yang
dilengkapi dengan persyaratan harus mengunggah:

surat permohonan yang ditujukan ke Rektor;

fotokopi Kartu Keluarga;

surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Lurah / Wali Nagari;

surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh Lurah / Wali Nagari / Pihak yang
memberi kerja

e. suratketerangan kematian/PHK/pensiun;
f. data pendukung lainnya yang dirasa perlu.
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Ketujuh Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Negeri Padang;

4. Dekan di Lingkungan Universitas Negeri Padang,



